ABSTRAK

Viani Mafhiyatul Himmah, NIM. 2180110031, 2021. Analisis Fatwa DSN MUI
No. 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (al-tamwil al-
mashrafi al-mujamma’)

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dalam syariah usaha syirkah harus
usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Pada fatwa DSN MUI No. 91/DSN-
MUI/1V/2014 ini pun belum ada ketegasan mengenai bank mana yang akan menjadi
leader ketika pembiayaan sindikasi ini dilakukan dengan lembaga keuangan
konvensional sehingga adanya unsur ketidakpastian (Gharar).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) model dokumen terpisah
pada Lembaga Keuangan Syariah terhadap Lembaga Keuangan Konvensional 2)
Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh MUI dengan membolehkan sindikasi
antar Lembaga Keuangan Syariah terhadap Lembaga Keuangan Konvensional.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada teorinya Subekti
dan R Tjitrousudibjo, bahwa usaha yang dilakukan dalam syarikah (sebut saja
sindikasi syariah) harus usaha yang halal. Begitu juga dalam KUHPerdata, buku I11
tentang perikatan pasal 1619, yaitu “segala persekutuan harus mengenai suatu usaha
yang halal dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis doctrinal
legal research (yuridis normatif), yaitu tidak bersifat deskriptif tetapi bersifat
preskriptif, di mana apa yang akan dicapainya merupakan sistem nilai yang bersifat
preskriptif, yaitu sesuatu yang seharusnya atau seyogianya.Adapun teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Sedangkan
analisisnya menggunakan kualitatif deskriptif yaitu suatu bentuk analisis data
dalam upaya mendapatkan jawaban terhadap permasalahannya

Hasil penelitian ini, bahwa Pertama, Model dokumennya disusun
sedemikian rupa sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara
yang Lembaga keuangan syari’ah dan Lembaga Keuangan Konvensional dengan
cara dibuat dokumen induk, serta dokumen lanjutan yang berbeda antara transaksi
ribawi dan transaksi yang halal, dan rekening pembiayaan yang berbeda. Kedua,
Pertimbangan hukum vyang dilakukan oleh MUI dalam penetapan fatwa
pembiayaan sindikasi dengan mempertimbangkan al-qur’an, as-sunnah, ijma’ dan
kaidah figih. Selanjutnya memperhatikan pendapat ulama salaf, ulama
kontemporer, Keputusan Nadwah al-Barakah, Pendapat al-Nadwah al-Fighiyyah ke
4 (tahun 1995), Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS),
dan fatwa DSN nomor 91/DSN-MUI/IV/2014. Ketiga, Dampak pembiayaan
sindikasi terhadap perbankan syari’ah diantaranya melalui peluang yang ada
melalui; Pembiayaan sindikasi akan mendorong perbankan syariah meningkatkan
pembiayaan dengan nominal besar yang pada gilirannya akan menghasilkan profit
yang besar (profit motives), menjadi sarana promosi, menarik dana investasi asing,
dan sebagai learning process bagi bank syari’ah Sedangkan tantangan yang ada
melalui keterbatasan modal yang dimiliki oleh perbankan syari’ah.

Kata Kunci: Pembiayaan Sindikasi, Model Dokumen Terpisah, Pertimbangan
Hukum, Dampak pembiayaan sindikasi



ABSTRACT

Viani Mafhiyatul Himmah, NIM. 2180110031, 2021. Analysis of Fatwa DSN
MUI No. 91/DSN-MUI/1V/2014 Regarding Syndicated Financing (al-tamwil al-
mashrafi al-mujamma’)

The background of this research is that in sharia, syirkah business must be
a business that does not conflict with sharia. In the DSN MUI fatwa No. 91/DSN-
MUI/IV/2014 there is also no firmness regarding which bank will be the leader
when this syndicated financing is carried out with conventional financial
institutions so that there is an element of uncertainty (Gharar).

This study aims to analyze 1) the separate document model on Islamic
Financial Institutions against Conventional Financial Institutions 2) Legal
considerations carried out by MUI by allowing syndication between Islamic
Financial Institutions against Conventional Financial Institutions.

The framework of thought in this study refers to the theory of Subekti and R
Tjitrousudibjo, that the business carried out in sharia (call it sharia syndication)
must be a halal business. Likewise in the Civil Code, book Il concerning
engagement, article 1619, which states that "all partnerships must be about a lawful
business and must be made for the mutual benefit of the parties.

This research uses a qualitative approach, with the type of doctrinal legal
research (juridical normative), which is not descriptive but prescriptive, where
what will be achieved is a prescriptive value system, which is something that should
or should. observation and documentation. While the analysis uses descriptive
qualitative, which is a form of data analysis in an effort to get answers to the
problem.

The results of this study, that first, the document model is structured in such
a way that there is no administrative mix-up between Islamic financial institutions
and conventional financial institutions by making master documents, as well as
different follow-up documents between usury transactions and halal transactions,
and accounts different financing. Second, the legal considerations carried out by
the MUI in determining the syndicated financing fatwa by considering the Qur'an,
Sunnah, ijma’ and figh rules. Next, pay attention to the opinions of salaf scholars,
contemporary scholars, the Nadwah al-Barakah decision, the 4th opinion of al-
Nadwah al-Fighiyyah (1995), the results of the discussion of the Sharia Banking
Working Group (WGPS), and the DSN fatwa number 91/DSN-MUI/IV /2014. Third,
the impact of syndicated financing on Islamic banking is through existing
opportunities through; Syndicated financing will encourage Islamic banking to
increase financing with large nominals which in turn will generate large profits
(profit motives), become a means of promotion, attract foreign investment funds,
and as a learning process for Islamic banks. owned by Islamic banking.

Keywords: Syndicated Financing, Separate Document Model, Legal
Considerations, Impact of syndicated financing
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